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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 2011


BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggran 2018 oleh Pemerintah Kota Surakarta sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggunganjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017. Laporan Keuangan ini telah disusun berbasis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pengaturan lebih lanjut atas penyusunan Laporan Keuangan  berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tersebut.
 
1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan perincian sebagai berikut :
a. 	Memberikan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode tahun anggaran 2018; 
b. 	Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Surakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang; 
c. 	Memberikan gambaran terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Kota Surakarta; 
d. 	Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2018; dan 
e. 	Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut:
a. 	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b. 	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
c. 	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
d. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
a. Unsur  Laporan Keuangan 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017 mencakup semua aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh SKPD (Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan dan unit kerja dibawahnya). 

Laporan Keuangan ini terdiri dari : 
1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
LRA berdasarkan SAP memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Adapun Belanja Operasional berdasar SAP berisikan data tentang Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sedangkan data keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan didasarkan pada LRA SKPKD.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
LPSAL adalah laproan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri daro SAL Awal, SiLPA/ SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.



3) Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. 

4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan sekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit – LO, koreksi dan ekuitas lainnya.

5) Neraca 
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Semua data keuangan didasarkan pada Neraca SKPD. 

6) Laporan Arus Kas 
Laporan Arus Kas disusun untuk menjelaskan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran. Data diperoleh dari laporan pengelolaan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2017. 

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari data-data keuangan yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan ini mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan guna menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 

b. Kebijakan Aset, Belanja Modal dan Harga Perolehan 

Pada  Tahun Anggaran 2018, pengakuan aset di Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan harga perolehan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual Lampiran II.08 paragraf 29 yang mengungkap mengenai harga perolehan Aset Tetap terdiri dari seluruh biaya yang terkait hingga aset tetap tersebut dapat digunakan sesuai dengan yang dimaksudkan. Namun demikian dengan mendasarkan hal ini pula, penyusutan atas aset tetap mulai diberlakukan pada tahun 2015 dan dilakukan koreksi kebijakan dari kebijakan metor pendekatan penyusutan berdasar tahun penggunaan menjadi bulan penggunaan. 

4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut :
BAB I	PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHITISAR REALISASI KINERJA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
2.1 Kerangka Ekonomi Makro Kota Surakarta
2.1.1	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2018  Kota Surakarta
2.2 Kebijakan APBD Kota Surakarta Tahun 2017
2.2.2. Pendapatan Asli Daerah
2.2.3. Belanja daerah
2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Surakarta
BAB III	IKTHISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.2 Pengelolaan Belanja Daerah
3.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI
3.1  	Entitas Pelaporan Keuangan daerah
3.2 	Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
3.3 	Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan 
Keuangan
A. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 
B. Kebijakan Akuntansi Belanja 
C. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 
D. Kebijakan Akuntansi Aset
E. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
E. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
3.4 	Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V 	PENJELASAN  POS-POS LAPORAN KEUANGAN
A. Laporan Realisasi Anggaran
B. Laporan Perubahan Saldo (LPSAL).
C. Laporan Opersional
D. Laporan Perubahan Ekuitas
E. Neraca
F. Laporan Arus Kas
G. Pengungkapan Informasi yang Diharuskan Oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
A. GAMBARAN UMUM DAERAH
I. KONDISI UMUM PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
2. Luas Wilayah
3. Topografis
4. Kondisi Administrasi Kota Surakarta
B. KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI
C. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LEGISLATIF
D. RENCANA PELEPASAN HAK ATAS TANAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BAB VII	PENUTUP
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